PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR (1,2 TAHUN 201?

TEHNTANG

PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN TK
DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
SD/MI/SDLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
KABUPATEN LAMANDAUbTAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan
minimal bagi warga Negara Indonesia untuk dapat
mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri
di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi;

b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar
sembilan tahun, dan pendidikan menengah yang bermutu,
Pemerintah Daerah mengalokasikan Bantuan Operasional
Pendidikan (BOP) untuk TK dan Bantuan Operasional
Sekolah  (BOS) untuk  SD/MI/SDLB, SMP/MTs,
SMA/MA/SMK Tahun Anggaran 2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Lamandau tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
Dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Dana Bantuan
Operasioanal Sekolah Tahun 2013.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung
Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4180);

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003,
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia




10.

12.

13.

Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Prasekolah;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
tentang Pendidikan Dasar:

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tehun 1990
tentang Pendidikan Menengah,;

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4023);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);




Menetapkan

14,

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 Tentang
Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan,

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 Tentang
Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66
Tahun 2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 310);

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana
Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013;

Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 26 Tahun
2012 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamandau Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 54 Seri A);

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 50 Tahun 2012
Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013
(Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor
262);

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 51 Tahun 2012
Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2013
(Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor
203).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN
TK DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DAERAH SD/MI1/SDLB, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2013.




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai
penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lamandau.

4. Penyelenggara Pendidikan adalah Penanggung jawab penyediaan layanan
pendidikan baik lembaga Pemerintah atau swasta yang membawahi satuan
Pendidikan.

5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten
Lamandau.

6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan  yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.

7. Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS) Daerah adalah program pemerintah daerah yang pada dasarnya adalah
untuk penyediaan pendanaan biaya operasional nonpersonalia bagi satuan
pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

8. Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) TK
Dan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah SD/MI/SDLB,
SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Tahun Anggaran 2013 ditetapkan sebagai
acuan/pedoman bagi Dinas Pendidikan dan Pengajaran dalam penyaluran
bantuan ke satuan pendidikan.

9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
76 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun
2013 ditetapkan sebagai acuan/pedoman bagi satuan pendidikan dalam
penggunaan Dana BOP dan Dana BOS Tahun Anggaran 2013.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud dan tujuan diberikannya dana Bantuan Operasional Pendidikan
(BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah adalah untuk
meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan
prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang bermutu.

(2) Secara khusus program BOS Daerah bertujuan untuk :

a. membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/MI/SDLB negeri,
SMP/MTs Negeri dan SMA/MA/SMK negeri terhadap biaya operasional
sekolah;

b. membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan
dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta; dan

c. meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah
swasta.

BAB 111
SASARAN PROGRAM DAN BESAR BANTUAN
Pasal 3

(1) Sasaran program BOP dan BOS Daerah adalah semua TK, SD/MI/SDLB,
SMP/MTs dan SMA/ MA/SMK baik negeri maupun swasta di seluruh

Kabupaten Lamandau; .
(2) Besar biaya satuan BOP dan BOS Daerah yang diterima oleh sekolah dihitung

berdasarkan perbandingan jumlah siswa, jumlah program jurusan, jarak

——
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul

o Nanga Bulik 74162
#
Nanga Bulik, 14 Februari 2013

Kepada

Bapak Sekretaris Daerah Kab.
Lamandau

Tavantay

Nomor 188/ ©G /Il /Huk/2013
Yth.

di-
Nanga Bulik

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Disampaikan dengan hormat
Kepada Yth . Sekretaris Daerah Kab. Lamandau
Dari Asisten Pemerintahan & Kesra Sekretariat Daerah Kab.
Lamandau
Tentang . Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional
Sekolah Daerah SD/MI/SDLB,SMP/MTs,SMA/MA/SMK
Kabupaten Lamandau Tahun 2013
Dasar Nota Pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan dan
Pengajaran kabupaten Lamandau
Tata Naskah - Peraturan ini telah sesuai dengan tata cara penulisan
Produk Hukum Daerah yaitu Undang-undang No.12
Tahun 2011 dan PP No. 53 Tahun 2011.

1. (satu) lembar
Dari isi Peraturan tersebut tidak bertentangan dengan

Lampiran
1.
Kesimpulan peraturan yang lebih tinggi.
2 Berdasarkan hasil koreksi dari Bag.Hukum maka
Peraturan ini dapat ditandatangani oleh Bapak Bupati

Lamandau.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.
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